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P U T U S A N

Nomor1316/Pdt.G/2023/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278076606880003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05

November  1993,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA

TASIKMALAYA,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

XXXXXX dan  Rekan,  Advokat  berkantor  di  XXXXXX  xxxx

xxxxxxxxxxx  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  14

Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

1244/Reg.K/1316/2023/PA.Tmk tanggal 04 September 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX,  NIK 3206031007850008, tempat tanggal lahir  Tasikmalaya, 10 Juli

1985,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx

xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  14  Agustus  2023

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx dengan

Nomor  1316/Pdt.G/2023/PA.Tmk,  tanggal  04  September  2023,  dengan dalil-

dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at Tanggal 25 Desember 2015, Penggugat telah

melangsungkan  pernikahannya  dengan  Tergugat  di  hadapan  Pegawai

Pencatatan  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan   Kawalu  xxxx

xxxxxxxxxxx,  sebagaimana  ternyata  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :
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01/01/I/2016,  yang  terbit  tertanggal  04  Januari  2016,  usia  pernikahan

antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 7  (tujuh  )

Tahun;                             

2. Bahwa,  Setelah  akad  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal  di rumah bersama  di xxxxxxxxxx., xxxxx, xxxxxxx, XXXXXX, xxxx

xxxxxxxxxxx,  dan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  merasakan

kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari  perkawinan

 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah  dikaruniai  1 (satu) orang

anak namun meninggal;        

3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar  pertengahan Tahun 2022 antara

Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

4. Bahwa,  selanjutnya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  terjadi  dan

puncaknya sekitar Bulan  Maret Tahun 2023  kurang  lebih 5  (lima) bulan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  yang  masih  satu

kampung sekarang Penggugat tinggal dengan keluarganya;  

5. Bahwa,  Penggugat  telah  berusaha  untuk  mempertahankan  rumah

tangga bersama Tergugat  akan tetapi tidak membuahkan hasil;  

6. Bahwa tujuan dari  suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga

yang  harmonis  yang  harus  dibina  bersama  antara  Penggugat  dengan

Tergugat,  akan tetapi  hal itu sudah tidak bisa dicapai  lagi  sehingga jalan

satu-satunya  penyelesaian  terakhir  dan  terbaik  untuk  kedua  belah  pihak

adalah Perceraian;  

7. Bahwa,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  cukup  beralasan

kiranya  bagi  Penggugat  untuk  mengajukan  Perceraian  ini  di  Pengadilan

Agama xxxx xxxxxxxxxxx;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan  thalak  1  (satu)  Ba'in  sughro  Tergugat

(XXXXXX)  kepada Penggugat (XXXXXX) ;  
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  

ATAU : Mohon putuskan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Penggugat  telah  memberikan  kuasa

khusus kepada XXXXXX dan Rekan., Advokat yang berkantor di XXXXXX xxxx

xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, dan

telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx dengan

Nomor 1244/Reg.K/1316/2023/PA.Tmk tanggal 04 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita

Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muhammad

Abduh,  M.H.I  dan berdasarkan laporan hasil  mediasi  tanggal  25 September

2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  Tergugat  mengajukan  jawaban  secara  lisan  di  persidangan

sebagai berikut:

1. Bahwa Posita angka 1, 2 dan 4 adalah benar;

2. Bahwa  posita  angka  3  mengenai  nafkah  adalah  tidak  benar,

karena  Tergugat  selalu  memberi  nafkah  sejumlah  Rp70.000,00  (tujuh

puluh ribu rupiah) setiap harinya;

3. Bahwa posita  angka 5 tidak benar,  justru Tergugat  yang selalu

mempertahankan rumah tangga;

Bahwa  Penggugat  mengajukan  replik  di  persidangan  secara  tertulis,

sebagaimana berita acara persidangan;

Bahwa  Tergugat  mengajukan  duplik  di  persidangan  secara  lisan

sebagaimana berita acara sidang;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.    Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  XXXXXX  Nomor

3278076606880003 Tanggal 1 September 2012 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2016 Tanggal 04 Januari

2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kawalu xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi

Jawa  Barat,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi:

1. XXXXXX,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak yang bernama namun meninggal;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang

lebih sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering

terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi hanya mendengar langsung sebanyak 2 kali, saat itu

terdengar Tergugat berkata kasar pada Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  jarang  memberikan  nafkah  lahir  terhadap

Penggugat;
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- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2. XXXXXX,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah;

 Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kediaman bersama;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama  namun

meninggal;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan

antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak  Maret

2023  sampai  dengan  sekarang  dan  selama  berpisah  antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui  dari  pengaduan  Penggugat,  namun  saksi  pernah

mendamaikan pada tahun 2022;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan

alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.  Fotokopi cetak percakapan elektronik, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1; 

2.  Fotokopi Gambar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda T.2; 

Bahwa Penggugat  melalui  Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan

yang  pada  pokoknya  tetap  pada  gugatan  dan  mohon  putusan  yang

mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir saat

sidang kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  xxxx  xxxxxxxxxxx  dengan  Nomor

1244/Reg.K/1316/2023/PA.Tmk  tanggal  04  September  2023,  ternyata  telah

sesuai  dengan ketentuan Pasal  123 Herzien  Inlandsch Reglement  (HIR)  jo.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula  memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal

Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat,  dan  ternyata  telah  sesuai  dengan

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
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oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa  Penggugat

adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dilakukan mediasi oleh mediator

bernama bernama Muhammad Abduh,  M.H.I  dan berdasarkan laporan hasil

mediasi  tanggal  25  September  2023  menerangkan  bahwa  mediasi  tidak

berhasil.  Namun Majelis Hakim pada setiap kali  persidangan telah berusaha

semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina

rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  pokok  perkara  dilakukan  dengan

membaca  surat  gugatan  Penggugat  yang  isi  serta  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  pokok  perkara,  Penggugat  menyatakan

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak

harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari

Maret 2023 sebagaimana dalam posita gugatan;

Bahwa Tergugat  dalam jawaban  dan  dupliknya  membantah  sebagian

gugatan  Penggugat  mengenai  nafkah  dan  upaya  musyawarah  yang  sudah

dilakukan oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  Penggugat

untuk  membuktikan  gugatannya  di  persidangan,  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti

surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk

menguatkan  dalil-dalil  pokok  perkaranya.  Adapun  bukti  surat  yang  diajukan

adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah

SAKSI 1 dan SAKSI 2;
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Bahwa  Tergugat  di  persidangan  telah  mengajukan  bukti  surat-surat

untuk  menguatkan  dalil-dalil  jawabannya.  Adapun  bukti  surat  yang  diajukan

adalah T.1 dan T.2;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.1  dan  P.2  yang  diajukan

Penggugat,  Majelis  berpendapat  bahwa  bukti  tersebut  adalah  asli  dan

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  serta  bermeterai  cukup  sesuai

dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan

akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek dan termasuk bukti

tertulis  sebagaimana  dimaksud  Pasal  164  HIR  yang  memiliki  kekuatan

pembuktian sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Bukti  P.2,  Penggugat  dan  Tergugat

merupakan pasangan  suami-isteri  yang sah secara  hukum.  Oleh  sebab  itu,

Majelis  berpendapat  bahwa  Penggugat  memiliki  legal  standing untuk

mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang,  bahwa Terhadap bukti  T.1 berupa percakapan elektronik,

menurut  Majelis Hakim adalah bukti  elektronik yang harus memenuhi  syarat

formil dan materil;

Menimbang,  bahwa ketentuan mengenai  syarat  formil  bukti  elektronik

diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu  bahwa  informasi  atau  dokumen

elektronik bukanlah dokumen atau surat  yang menurut perundang-undangan

harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut

harus diperoleh dengan cara yang sah;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  syarat  materil  bukti  elektronik  diatur

dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana informasi dan dokumen elektronik

harus  dapat  dijamin  keotentikannya,  keutuhannya,  dan  ketersediaanya.

Sebagaimana  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan

Transaksi Elektronik;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, Majelis Hakim berpendapat bukti

a quo belum memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka bukti T.1 harus

dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  T.2,  yang  tidak  disertai  aslinya,

Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian

permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi-saksi  Penggugat  yang

dihadirkan  di  persidangan  telah  mengangkat  sumpah  menurut  agama  yang

dipeluknya  dan  telah  memberikan  keterangan  secara  terpisah,  dengan

demikian  Majelis  berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  mengenai  pertengkaran  dan  perselisihan  saksi

pertama menerangkan hanya mendengar langsung sebanyak 2 kali,  saat itu

terdengar  Tergugat  berkata  kasar  pada Penggugat.  Sedangkan saksi  kedua

menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui

dari  pengaduan Penggugat,  namun saksi  pernah mendamaikan  pada tahun

2022. Mengenai pisahnya, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat

dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  Maret  2023  dan  saksi  kedua  telah

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2023

di  mana  sejak  saat  itu  tidak  ada  lagi  hubungan  atau  komunikasi  antara

Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya

mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi-saksi

tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang

dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan

yang  lain  sebagaimana  yang  diuraikan  di  bagian  duduk  perkara,  dengan

demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan

Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan
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dapat  diterima  sebagai  alat  bukti,  selanjutnya  dapat  dipertimbangkan  lebih

lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas

terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa  sejak  pertengahan  tahun  2022  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  Maret  2023  hingga

sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi  dan

tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;

3. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim dalam persidangan,  maupun  pihak

keluarga Penggugat  dan Tergugat  sudah berusaha menasihati  Penggugat

dan  Tergugat  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah

dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16 tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat

dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut
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Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  selama  Maret  2023  berturut-

berturut  tanpa  komunikasi  dan  itikad  untuk  rukun.  Oleh  karena  itu,  Majelis

berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2019

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan,  di  mana Penggugat  dan Tergugat  tidak dapat  lagi  mewujudkan

kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  telah  terbukti  dalam

persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  ternyata  antara  Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang

merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal

sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang  mengatur  tentang

perkawinan  sulit  terwujud,  yaitu  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum

ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan

Tergugat  justru  akan  menjadikan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

semakin  mengarah  pada  keburukan  dan  menimbulkan  mafsadat  yang  lebih

besar.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah ushul  fiqh yang dijadikan pertimbangan

Majelis:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam  Kitab  Fiqh  Sunah Juz  II  halaman  290  yang

selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Artinya : “bahwa  istri  boleh  menuntut  talak  kepada  hakim  apabila  dia

mengaku  selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari
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suaminya  sehingga  hal  tersebut  dapat  menghalangi

keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor  16  tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum

Islam,  suatu  perceraian  yang  diajukan  ke  pengadilan  harus  beralasan  dan

dapat dibuktikan;

Menimbang,  bahwa fakta-fakta hukum di  atas telah memenuhi  syarat

terjadinya  perceraian.  Oleh  sebab  itu,  Majelis  berpendapat  bahwa  gugatan

perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan

alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f  Kompilasi  Hukum Islam yang

mengatur “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  karena  dalil-dalil  Penggugat  sebagaimana  dalam

posita  gugatan  telah  terbukti,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  tuntutan

Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penggugat  sebagaimana  pada

angka 2 (dua) petitum gugatan, agarMajelis Hakim menjatuhkan talak satu dari

Tergugat  terhadap  Penggugat.  Terhadap  petitum  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

maka  Putusan  yang  dijatuhkan  adalah  talak  satu  bain  sugra  dari  Tergugat

terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang sampai  saat  ini  sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh

lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Senin tanggal  30 Oktober 2023  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I.,

S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin

Zakarya,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Yosep  Somantri,  S.H.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp650.000,00

4. Meterai : Rp  10.000  ,00  

Jumlah Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


